. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Perintis Kemerdekaan No.175 Km. 14 Banyumanik, Semarang Telp (024) 8660825 Fax (024) 8660884

g Semarang, 30 Mei 2017

Nomor (97 B/XVIIL.SMG/05/2017
Lampiran : Tiga Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Purbalingga

Tahun Anggaran 2016
Kepada Yth.
Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga
di

Purbalingga

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya,
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2016, yang terdiri dari Neraca,
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus

Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan
Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan memperhatikan kesesuaian laporan
keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sisten, pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten

Purbalingga Tahun Anggaran 2016 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai
berikut. )

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukarn, BPK memberikan opini

“Wajar Tanpa Pengecualian” atas Laporan Keuangan Kabupaten Purbalingga
Tahun Anggaran 2016.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK  menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam
penyusunan laporan keuangan, antara lain pengendalian intern atas pengelolaan kas
pada beberapa satuan kerja perangkat daerah kurang memadai, yaitu sisa kas di
bendahara penerimaan disetorkan melewati tahun anggaran, bendahara pengeluaran
menyimpan uang tunai melebihi Jumlah yang ditentukan, tempat penyimpanan uang
tunai tidak aman, dan pertanggungjawaban dana oleh pejabat pelaksana teknis
kegiatan (P?TK) kurang tertib.
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Berdasarkan kelemahan atas  sistem  pengendalian intern  tersebut, BPK
merekomendasikan kepada Bupati Purbalingga agar:

a. Memerintahkan masing-masing Kepala SKPD/OPD agar lebih meningkatkan
pengendalian internal atas kas;

b. Memerintahkan masing-masing Kepala SKPD/OPD agar menginstruksikan PPTK,
bendahara pengeluaran, dan bendahara penerimaan untuk melaksanakan tugasnya
sesuai ketehtuan. | _

3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan

Berdasarkan temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan tersebut, BPK menyarankan kepada Bupati Purbalingga agar:

a. Memerintahkan Kepala Dinag Pekerjaan  Umum sebagai PPKom untuk
mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran kepada rekanan sebesar
Rp121.232.976,35 atas pekerjaan kurang volume dengan menyetor ke Kasg Daerah;

b. Memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan  Umum sebagai PPKom untuk
mempertanggungjawabkan kerusakan pekerjaan kepada  rekanan dengan

Untuk lebih Jelasnya kami lampirkan laporan hasi pemeriksaan  dimaksud,
Vaitu Laporan Nomor 61 A/LHP/BPK/XVIII .SMG/05/201 7, Nomor
61B/LHP/BPIUXVIH.SMG/OS/ZO17 dan Nomor 61C/LHP/BPK/XVIH.SMG/OS/ZO17
masing-masing bertanggal 23 Mei 2017,

Sesuai Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor I5 Tahun 2004, DFRD

menindaklanjuti Hagi] Pemeriksaan BpPK dengan melakukan pembahasan sesuaj
kewenangannya.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.
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Tembusan:
I, Anggota v BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK:
4. Inspektur Utama BPK;
5.

Inspektur Kabupaten Purbalingga,



